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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyebab peningkatan permohonan dispensasi nikah pada fase awal 

tahun 2020–2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru terjadi sebagai 

dampak langsung perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut belum 

sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sosial masyarakat, baik dari segi 

pemahaman hukum maupun perubahan pola pikir terkait usia ideal 

perkawinan. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran 

orang tua terhadap stigma sosial, budaya perkawinan usia muda yang 

masih mengakar, serta minimnya sosialisasi hukum pada awal penerapan 

kebijakan menjadi penyebab utama meningkatnya permohonan 

dispensasi nikah pada periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara norma hukum baru dengan realitas sosial masyarakat 

pada fase awal berlakunya undang-undang. 

2. Perkembangan pada periode 2022–2024, permohonan dispensasi nikah 

menunjukkan adanya perubahan pola dibandingkan fase awal penerapan 

undang-undang. Perkembangan ini ditandai dengan kecenderungan 

berkurangnya jumlah permohonan serta perubahan karakter alasan 

pengajuan, yang mencerminkan mulai berlangsungnya proses adaptasi 

sosial masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Masyarakat 

secara bertahap mulai menyesuaikan perilaku dan pengambilan 

keputusan perkawinan dengan norma hukum yang berlaku, meskipun 

adaptasi tersebut belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, 

perkembangan permohonan dispensasi nikah pada periode ini tidak 

hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial 

dalam proses penerimaan hukum oleh masyarakat. 
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3. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum menurut Roscoe Pound, 

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami 

sebagai upaya hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a 

tool of social engineering). Peningkatan permohonan dispensasi nikah 

pada fase awal mencerminkan adanya resistensi sosial dan ketidaksiapan 

masyarakat terhadap perubahan hukum. Sementara itu, perkembangan 

permohonan dan proses adaptasi sosial pada periode selanjutnya 

menunjukkan bahwa hukum mulai bekerja secara bertahap dalam 

membentuk pola perilaku baru. Namun, proses tersebut tidak 

berlangsung secara instan, melainkan memerlukan waktu, sosialisasi, dan 

penyesuaian nilai-nilai sosial agar tujuan hukum dapat tercapai secara 

substantif. 

5.2 Saran 

Sebagaimana pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, maka saran 

– saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi hukum dan pendidikan 

kesehatan reproduksi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar 

faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman hukum tidak lagi mendorong 

perkawinan usia anak. 

2. Pengadilan Agama diharapkan lebih mengedepankan pendekatan 

preventif melalui nasihat, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, 

dan selektivitas dalam mengabulkan dispensasi nikah agar fungsi hukum 

sebagai rekayasa sosial dapat berjalan lebih efektif. 
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